BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang :

Mengingat

BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri
Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir, untuk dilakukan pembahasan
bersama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah guna mendapatkan persetujuan bersama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004
tentangPemeriksaan,
PengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004
tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004
tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdanP
emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak
Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014
tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor224, TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali
terakhirdenganUndang-UndangNomor 9Tahun
2015tentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang 23

Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NomorS58,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-UndangNomor 30 Tahun 2014
tentangAdministrasiPemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
TambahanLembaran Negara  RepublikIndonesiaNomor
5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor
6573);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

PeraturanPemerintahNomor 23 Tahun 2005
tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentangPengelolaan Badan Layanan Umum(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan(Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

PeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
PeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 604 1);

PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2017
tentangHakKeuangandanAdministratifPimpinandanAnggota
DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

PeraturanPemerintahNomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

PeraturanPemerintahNomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);

PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2019
tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019Nomor42,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6385);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019
Nomorl9) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor8);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 19
Tahun 2016 tentangPembentukandanSusunanPerangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun



2016 Nomor 19)
sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdenganPeratu
ran Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor STahun
2021tentangPerubahanKeduaAtasPeraturan Daerah Nomor
19 Tahun 2016 tentangPembentukandanSusunanPerangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun
2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Menetapkan :

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat:

£.

moa0 o

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;
neraca;

laporan operasional,

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

(2) LaporanKeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan
Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a,untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2020sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp1.606.289.371.025,69
b. Belanja Rpl1.806.768.412.662,05
Defisit Rp200.479.041.636,36
c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp376.177.560.970,18
2. Pengeluaran Rp10.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp366.177.560.970,18



Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut:
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah sejumlah
Rp41.973.660.746,69 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pendapatan

setelah Perubahan :Rp1.564.315.710.279,00
2. realisasi :Rpl1.606.289.371.025,69
selisih Kurang: Rp41.973.660.746,69

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp123.724.858.587,13 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja setelah

perubahan :Rp1.930.493.271.249,18
2. realisasi :Rpl.806.768.412.662,05
selisih lebih :Rp123.724.858.587,13

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp566.656.602.606,54dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran surplus/defisitsetelah

perubahan :Rp366.177.560.970,18
2. realisasi :Rp200.479.041.636,36
selisih lebih :Rp566.656.602.606,54

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan

setelah Perubahan : Rp376.177.560.970,18
2. realisasi : Rp376.177.560.970,18
selisih lebih : Rp0,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp0,00dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan : Rp10.000.000.000,00
2. realisasi : Rp10.000.000.000,00
selisih lebih : Rp0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp.0,00dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan : Rp366.177.560.970,18
2. realisasi : Rp366.177.560.970,18
: Rp0,00
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b,untuk periode yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. sisa lebih/kurang pembiayaan

anggaran (SiLPA/SiKPA) : Rpl165.698.519.333,82
b. koreksi kesalahan pembukuan
tahun sebelumnya : Rp0,00

saldo anggaran lebih : Rpl165.698.519.333,82



Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c,
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2020sebagai berikut:

a. jumlah aset : Rp3.859.775.377.259,20

b. jumlah kewajiban . Rp70.254.715.326,83

c. jumlah ekuitas dana : Rp3.789.520.661.932,37
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2020sebagai berikut:

a. pendapatan : Rp1.464.465.024.124,74
b. beban : Rpl1.617.993.110.772,91
surplus (defisit) Rp153.528.086.648,17
c. surplus (defisit) sebelum
pos luar biasa : Rp159.024.538.096,46
pos luar biasa : Rp928.899.000,00
surplus (defisit —-LO) Rp159.953.437.096,46
Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2020sebagai berikut:

a. saldo kas 1 Januari 2020 :Rp376.185.678.500,18

b. arus kas bersih dari aktivitas oper :Rp304.456.530.738,64

c. arus kas bersih dari aktivitas

investasi aset non keuangan :Rp514.935.572.375,00
d. arus kas bersih dari aktivitas

pembiayaan : Rp0,00
e. arus kasbersih dari aktivitas

non anggaran : Rp3.286.753,00
f. Saldo kas akhir

per-31 Desember 2020 : Rp165.703.350.110,82

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf f, untuk periode yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2020sebagai berikut:

a. ekuitas awal : Rp3.762.783.392.476,86
b. surplus (Defisit — LO) : Rp159.953.437.096,46
c. dampak kumulatif perubahan

kebijakan : Rp0,00
d. dampak kumulatif kesalahan

mendasar : Rp186.690.706.551,97

ekuitas akhir Rp3.789.520.661.932,37



Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2020 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a.

SR oo 0T

Lampiran I
Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5

Lampiran 1.6
Lampiran 1.7

Lampiran 1.8
Lampiran 1.9

Lampiran [.10

Lampiran .11
Lampiran .12

Lampiran II
LampiranlII
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
LampiranVIII

Laporan realisasi anggaran;

Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

Daftar jumlah pegawai per golongan dan

per jabatan;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;

Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;
Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan  kembali dalam  tahun
anggaran berikutnya;
Daftardanacadangandaerah;dan
Daftarpinjamandaerah dan

oblogasidaerah.

Laporan realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

Laporan Operasional,;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan atas laporankeuangan.



Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (2) adalah Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah, tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAHKABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (.... ,..../2021)



